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Abstrak 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana penyidikan yang 

dilakukan sesuai dengan wewenang penyidik 

dalam menyelenggarakan fungsi karantina, 

hewan, ikan dan tumbuhan dan bagaimana 

pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang 

Karantina, Hewan. Ikan dan Tumbuhan. 

Dengan menggunakan metode penelitian 

yuridis, dismpulkan: 1. Penyidikan yang 

dilakukan sesuai dengan wewenang penyidik 

dalam menyelenggarakan fungsi karantina, 

hewan, ikan dan tumbuhan, bagi pemilik yang 

tidak menanggung segala biaya yang timbul 

dalam pelaksanaan pemusnahan dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 

tahun dan pidana denda paling banyak Rp 

6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Setiap 

penanggung jawab alat angkut yang tidak 

melaksanakan pemusnahan Media Pembawa 

sebagaimana dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam 

miliar rupiah). 2. Pemberlakuan ketentuan 

pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 21 

Tahun 2019 Tentang Karantina, Hewan, Ikan 

dan Tumbuhan, diantaranya memasukkan 

media pembawa dengan tidak melengkapi 

sertifikat kesehatan dari negara asal bagi hewan, 

produk hewan, ikan, produk lkan, tumbuhan, 

atau produk tumbuhan, dan memasukkan media 

pembawa tidak melalui tempat pemasukan yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat serta tidak 

melaporkan atau tidak menyerahkan media 

pembawa kepada pejabat karantina di tempat 

pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah 

pusat untuk keperluan tindakan karantina dan 

pengawasan dan/atau pengendalian dan 

mentransitkan media pembawa yang tidak 

menyertakan sertifikat kesehatan dari negara 

transit dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah). 

 

Kata kunci: Ketentuan Pidana, Karantina 

Hewan Ikan Dan Tumbuhan 

 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 

sebagaimana diatur dalam Undang Undang 

Nomor 21 tahun 2019 adalah sistem 

pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya 

hama dan penyakit hewan karantina, hama dan 

penyakit ikan karantina, dan organisme 

pengganggu tumbuhan karantina, serta 

pengawasan dan/atau pengendalian terhadap 

keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan 

pakan dan mutu pakan, produk rekayasa 

genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, 

jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, 

serta tumbuhan dan satwa langka yang 

dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu 

area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari 

wilayah negaraKesatuan Republik Indonesia. 

Lembaga yang menangani 

penyelenggaraan perkarantinaan pertanian dan 

pengawasan keamanan hayati adalah Badan 

Karantina Pertanian (disingkat Barantan) yang 

merupakan lembaga pemerintah berada di 

bawah Kementerian Pertanian Republik 

Indonesia. Selaras dengan fungsi Badan 

Karantina Pertanian, visi pembangunan nasional 

tahun 2005-2025 mengarah pada pencapaian 

tujuan nasional, seperti tertuang dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945, yakni 

membentuk suatu pemerintahan yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial.5 
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Visi pembangunan nasional tersebut 

harus dapat diukur untuk dapat mengetahui 

tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan 

kemakmuran yang ingin dicapai. Sesuai dengan 

misi pembangunan nasional yang ke enam yaitu 

mewujudkan Indonesia asri dan lestari disitulah 

peran karantina pertanian berada. Hal itu dapat 

dilihat dari tujuan penyelenggaraan Karantina 

Hewan Ikan dan Tumbuhan untuk, mencegah 

masuknya (Hama dan Penyakit, dan Penyakit 

Hewan) HPHK, (Hama dan Penyakit ikan) 

HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta 

(Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina) 

OPTK dari suatu area ke area lain di dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta 

organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

mencegah masuk atau keluarnya pangan dan 

pakan yang tidak sesuai dengan standar 

keamanan dan mutu, mencegah masuk dan 

tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing 

Invasif, dan (Produk Rekayasa Genetik) 

PRGyang berpotensi mengganggu kesehatan 

manusia, Hewan, lkan, Tumbuhan, dan 

kelestarian lingkungan dan mencegah keluar 

atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, 

Tumbuhan dan Satwa Langka, serta SDG dari 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

atau antar Area di dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.6 

Kenyataan yang terjadi di masyarakat 

banyak sekali aturan karantina pertanian yang 

dilanggar oleh masyarakat/pengguna jasa 

karantina dari hari ke hari dan dari tahun ke 

tahun pelanggaran terhadap Undang Undang 

Karantina tidak mengalami penurunan tetapi 

tetap atau terjadi peningkatan. Sebagaimana 

contohnya adalah masih banyaknya pemasukan 

komoditas peternakan yang belum memenuhi 

persyaratan dan prosedur karantina. Dari data 

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate di 

pelabuhan laut Ahmad Yani ada tahun 2017 

dilakukan penangkapan sebanyak 127 kali, 

contohnya pada tanggal 11 Mei 2017 

penangkapan daging babi sebanyak 209 kg asal 

dari Manado Propinsi Sulawesi Utara, pada 
 

Juris” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580- 

0299, e-ISSN 2580-8370. hlm. 126. 
6Ibid. 

tanggal 4 Juni 2017 dilakukan penangkapan 

terhadap 2 ekor ayam dari Manado, tanggal 21 

Agustus dilakukan penangkapan terhadap 156 

kg daging bebek dari Mojokerto dan 150 daging 

ayam dari Mojokerto. Pada tahun 2018 

penangkapan terhadap komoditas peternakan 

sebanyak 141 kali, contohnya pada tanggal 1 

Maret 2018 penangkapan terhadap 3 ekor ayam 

dari Bitung, 13 Juni tahun 2018 penangkapan 

terhadap 471 ekor bebek, tanggal 30 Juli 

penangkapan terhadap 8 ekor burung merpati. 

Sedangkan pada tahun 2019 penangkapan dari 

pelabuhan laut Ahmad Yani Ternate sebanyak 

100 kasus, adapun contoh yang dimaksud yaitu 

pada tanggal 11 Desember 2019 penangkapan 

sebanyak 11 ekor ayam dari Palu Sulawesi 

Tengah, tanggal 30 Desember penangkapan 

64,71 daging anjing dari Sanana tujuan 

Manado, tangal 28 Oktober penangkapan ayam 

sebanyak 12 ekor dari Manado.7 

Pentingnya untuk mengetahui dan 

memahami mengenai pemberlakuan ketentuan 

pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2019 tentang Karantina, Hewan. Ikan 

dan Tumbuhan dan penyidikan yang dilakukan 

berdasarkan dilakukan wewenang penyidik 

untuk menyelenggarakan fungsi karantina, 

hewan, ikan dan tumbuhan. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah pengaturan yang dilakukan 

sesuai dengan wewenang penyidik dalam 

menyelenggarakan fungsi karantina, hewan, 

ikan dan tumbuhan? 

2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan 

pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2019 tentang Karantina, Hewan. 

Ikan dan Tumbuhan? 

 
 

C. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian hukum yang 

digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah 

metode penelitian hukum normatif.Bahan-bahan 

hukum yang digunakan dalam penulisan ini 

diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunderdan 

bahan hukum tersier.Bahan hukum perimer 

berupa peraturan perundang-undangan dan 

bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal- 

jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang 

terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. 
 
 

7Ibid. hlm. 127-128. 
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Metode yang digunakan adalah metode 

penelitian normatif yang merupakan prosedur 

penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran 

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 

normatifnya.8 

Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute 

approach).9Penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian 

hukum normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan (di samping adanya penelitian 

hukum sosiologis atau empiris yang terutama 

meneliti data primer).10Metode penelitian 

normatif disebut juga sebagai penelitian 

doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu 

penelitian yang menganalisis hukum baik yang 

tertulis didalam buku (law as it is written in the 

book), maupun hukum yang diputuskan oleh 

hakim melalui proses pengadilan (law it is 

decided by the judge through judicial 

process).11 

 

PEMBAHASAN 

 

A. PENGATURAN YANG DILAKUKAN 

SESUAI DENGAN WEWENANG 

PENYIDIK DALAM 

MENYELENGGARAKAN FUNGSI 

KARANTINA, HEWAN, IKAN DAN 

TUMBUHAN 

 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum 

acara pidana adalah peraturan yang mengatur 

tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan 

pemerintah melaksanakan tuntutan, 

memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa 

keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan, 

jika ada seseorang atau kelompok orang yang 

melakukan perbuatan pidana.12 

Perbedaan dengan hukum pidana adalah 

hukum pidana merupakan peraturan yang 
 

8Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi 

Penelitian Hukum Normatif. Citra Aditya Bakti. 

Bandung. 2007. hlm. 57. 
9 Ibid. hlm. 302. 
10Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 

Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13- 

14. 
11Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar 

Metode Penelitian Hukum, Grafitti Press. Jakarta. 

2006. hlm. 118. 
12Yulies Tiena Masriani, Op. Cit. hlm. 82. 

menentukan tentang perbuatan yang tergolong 

perbuatan pidana, syarat-syarat umum yang 

harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat 

dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan 

pidana yang dapat dihukum dan macam-macam 

hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku 

perbuatan pidana.Hukum Acara Pidana 

memberikan petunjuk kepada aparat penegak 

hukum bagaimana prosedur untuk 

mempertahankan hukum pidana materiil, bila 

ada seseorang atau sekelompok orang yang 

disangka/dituduh melanggar hukum pidana. 

Hukum Acara Pidana disebut hukum formil 

(formeel Strafrecht) sedang hukum pidana 

disebut hukum Pidana Materil (Materieel 

Strafrecht), jadi kedua hukum tersebut 

mempunyai hubungan yang sangat erat. 
Hukum Acara Pidana mempunyai tugas 

untuk: 

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran 

materiil; 

2. Memperoleh keputusan oleh hakim tentang 

bersalah tidaknya seseorang atau 

sekelompok orang yang disangka/didakwa 

melakukan perbuatan pidana; 
3. Melaksanakan putusan hakim. 

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 

Tentang Karantina, Hewan. Ikan Dan 

Tumbuhan, mengatur mengenai Fungsi 

Penyidikan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 

83 ayat: 

(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu di lingkungan instansi 

yang menyelenggarakan fungsi Karantina 

diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

Undang Hukum Acara Pidana untuk 

melakukan penyidikan sesuai dengan 

Undang-Undang ini. 

(2) Penyidik yang menyelenggarakan fungsi 

Karantina sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berwenang untuk: 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran 

laporan atau keterangan berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang 

Karantina; 

b. melakukan pemanggilan terhadap 

seseorang untuk didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi dalam 

tindak pidana di bidang Karantina; 

c. melakukan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, dan penyitaan barang 

bukti tindak pidana di bidang 

Karantina; 
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d. meminta keterangan dan barang bukti 

dari orang atau badan sehubungan 

dengan tindak pidana di bidang 

Karantina; 

e. membuat dan menandatangani berita 

acara; dan/atau 
f. menghentikan penyidikan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil 

penyidikannya kepada penuntut umum. 

(4) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

melakukan koordinasi dengan penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

(5) Setelah melakukan penyidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menyerahkan berkas perkara kepada 

penuntut umum. 

Proses penyidikan adalah proses yang 

penting dalam menangani sebuah perkara 

dimana pada proses ini akan di ungkap 

kebenaran yang terjadi pada perkara, Unsur 

hukum, pada hakekatnya peraturan-peraturan 

yang menjadi landasan hukum kepolisian dalam 

melakukan penyidikan, tidak dapat dipisahkan 

dari berbagai aspek lain yang mempengaruhi 

proses penyidikan, termasuk faktor 

pendukungnya.13 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 1. 

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik 

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

Pasal 1 angka 2. Penyidikan adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. Pasal 1 angka 3. Penyidik 

pembantu adalah pejabat kepolisian negara 

Republik Indonesia yang karena diberi 

wewenang tertentu dapat melakukan tugas 

penyidikan yang diatur dalam undang-undang 

ini. 
 

 

13Ibrahim Fikma Edrisy dan Fahrul Rozi. 

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman 

Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara). 

Jurnal Hukum, Legalita Vol 1, No 2, Desember 

2021.hlm. 105. 

Pasal 1 angka 14. Tersangka adalah 

seorang yang karena perbuatannya atau 

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut 

diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 

angka 15. Terdakwa adalah seorang tersangka 

yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang 

pengadilan. 
Pasal 6 ayat 

a. Penyidik adalah: 

a. pejabat polisi negara Republik 

Indonesia; 

b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang. 

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih 

lanjut dalam peraturan pemerintah. 

Tindakan penyidikan merupakan suatu 

tahap awal yang akan menentukan suatu proses 

peradilan pidana, sebab dari sinilah akan di 

dapat bukti-bukti tentang suatu peristiwa pidana 

yang terjadi, dan sangat berguna bagi 

penuntutan demi terciptanya suatu kepastian 

hukum yang dicitacitakan. Hal ini pun diatur 

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang hukum Acara Pidana (selanjutnya 

disingkat KUHAP).14 Selain itu, dalam Pasal 14 

huruf g Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, dikatakan bahwa: 

“Kepolisian Negara Republik Indonesia betugas 

melakukan penyelidikan dan penyidikan 

terhadap semua tindak pidana sesuai dengan 

hukum acara pidana dan peraturan perundang- 

undangan lainnya”. Wewenang Kepolisian 

sebagai penyelidik dan penyidik tersebut sesuai 

pengaturan yang terdapat dalam ketentuan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), di mana didalam Pasal 4 KUHAP 

dikatakan, bahwa Penyelidik adalah setiap 

pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia.15Pasal 6 ayat (1) KUHAP, dikatakan 

bahwa: “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
 

14Rian Hamzani Hutahaean. Proses 

Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan 

Satwa Langka Yang Dilindungi Menurut Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Di Dit Pol Air 

Belawan). Skripsi.Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020. hlm. 

4. 
15Ibid. hlm. 4-5 (Pasal 14 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia). 
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Undang-undang. Selain berdasarkan undang- 

undang kepolisian dan KUHAP.16 

 

B. PEMBERLAKUAN KETENTUAN 

PIDANA BERDASARKAN UNDANG 

UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 

TENTANG KARANTINA, HEWAN, 

IKAN DAN TUMBUHAN 

 

Tindak pidana; delik, delict; delikt; 

offence: perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana oleh undang-undang.17Perkara 

pidana, strafzaak, yaitu: delik yang merupakan 

objek pemeriksaan peradilan pidana.18Dalam 

ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah 

terjemahan dari bahasa Belanda Strafbaarfiet 

yang merupakan istilah resmi dalam Wetboek 

Van Starfrecht yang telah diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih 

berlaku di Indonesia sampai saat ini.19 

Istilah tindak pidana, juga dikenal 

beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, 

peristiwa pidana dan delik, namun demikian 

perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah 

mempunyai arti yang mendasar. Menurut 

Mardani, pada hakikatnya yang terjadi adalah 

perbedaan pemakaian kata, sedangkan 

maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda.20 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu, bagi barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut.21 Dapat juga 

dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah 

perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat 

bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan 

(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan 

ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu.22Kata delik berasal 

dari bahasa latin, yakni delictum. Dalam bahasa 

Jerman disebut delict, dalam bahasa Perancis 

disebut delit dan dalam bahasa Belanda disebut 
 
 

16Ibid. hlm. 5 (Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). 
17Andi Hamzah, Terminologi Hukum 

Pidana, Op. Cit. hlm.164. 
18Ibid, hlm. 118. 
19Mardani, Op. Cit, hlm. 59. 
20Ibid. 
21Moeljatno, Op. Cit, hlm. 59. 
22Ibid. 

delict. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

arti delik diberi batasan sebagai berikut: 

“perbuatan yang dapat dikenakan hukuman 

karena merupakan pelanggaran terhadap 

undang-undang tindak pidana”.23 

Hukuman pokok telah ditentukan dalam 

Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 

“pidana terdiri atas” 
b. pidana pokok: 

1. pidana mati; 

2. pidana penjara; 

3. pidana kurungan; 

4. pidana denda; 

5. pidana tutupan. 

c. pidana tambahan: 

1. pencabutan hak-hak tertentu; 

2. perampasan barang-barang tertentu; 

3. pengumuman putusan hakim.24 

Perbedaan antara hukuman pokok dan 

hukuman tambahan, adalah hukuman pokok 

terlepas dari hukuman lain, berarti dapat 

dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri. 

Adapun hukuman tambahan hanya merupakan 

tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak 

dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok 

(tidak mandiri).25Tujuan pemidanaan dapat 

dilihat melalui dasar pembenaran adanya 

hukum atau penjahan pidana. Dasar 

pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori 

yaitu sebagai berikut: 

2. Teori Absolut 

Menurut teori absolut tujuan dari 

pemidanaan terletak pada hukum pidana itu 

sendiri, “…barang siapa yang dilakukan 

suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan 

hukum pidana….” Teori ini desebut juga 

teori pembalasan, karena bersifat 

pembalasan (vergelding). Hukum dijatuhkan 

karena ada dosa. 
3. Teori relatif 

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan 

adalah untuk: 
a. Mencegah; 

b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain 

tidak melakukan kejahatan; 

c. Memperbaiki orang yang melakukan 

tidak pidana; 

d. Memberikan perlindungan kepada 

masyarakat terhadap kejahatan; 
 

 
23Leden Marpaung, Op. Cit, hlm. 7. 
24Ibid, hlm. 107. 
25Yulies Tiena Masriani, Op. Cit. hlm. 66. 
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Teori ini disebut juga teori tujuan, karena 

menitikberatkan pada tujuan hukuman. 

Ancaman hukuman perlu supaya manusia 

tidak melanggar. 

3. Teori gabungan. 

Menurut teori gabungan, yang 

merupakan kombinasi antara teori absolut dan 

teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena 

orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia 

tidak melakukan kejahatan lagi.26Tujuan hukum 

pidana ada dua macam, yaitu: 

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar 

tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi 

preventif/pencegahan); 

2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan 

perbuatan pidana agar menjadi orang yang 

baik dan dapat diterima kembali dalam 

masyarakat (fungsi represif) kekerasan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan 

hukum pidana adalah untuk melindungi 

masyarakat. Apabila seseorang takut untuk 

melakukan perbuatan tidak baik, karena takut 

dihukum, semua orang dalam masyarakat akan 

tenteram dan aman. Hukum pidana merupakan 

bagian dari hukum publik.27 

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 

Tentang Karantina, Hewan. Ikan Dan 

Tumbuhan, mengatur mengenai Ketentuan 

Pidana, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 86. 

Setiap Orang yang: 

a. memasukkan Media Pembawa dengan tidak 

melengkapi sertifikat kesehatan dari negara 

asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, 

Produk lkan, Tumbuhan, dan/atau Produk 

Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33 ayat (1) huruf a; 

b. memasukkan Media Pembawa tidak melalui 

Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b; 

c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan 

Media Pembawa kepada Pejabat Karantina 

di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan 

Karantina dan pengawasan dan/atau 

pengendalian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33 ayat (1) huruf c; dan/atau d. 

mentransitkan Media Pembawa tidak 

menyertakan sertifikat kesehatan dari negara 

transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

33 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 
 

26Ibid, hlm. 66. 
27Ibid. hlm. 61. 

denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah). 
Pasal 87. Setiap Orang yang: 

a. mengeluarkan Media Pembawa dengan tidak 

melengkapi sertifikat kesehatan bagi Hewan, 

Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, 

Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 

(1) huruf a; 

b. mengeluarkan Media Pembawa tidak 

melalui Tempat Pengeluaran yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(1) huruf b; dan/atau 

c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan 

Media Pembawa kepada Pejabat Karantina 

di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan 

Karantina dan pengawasan dan/atau 

pengendalian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 ayat (1) huruf c dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 

dan pidana denda paling banyak 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
Pasal 88. Setiap Orang yang: 

a. memasukkan atau mengeluarkan Media 

Pembawa dari suatu Area ke Area lain di 

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat 

kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi 

Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, 

Tumbuhan, danf atau Produk Tumbuhan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 

(1) huruf a; 

b. memasukkan dan/atau mengeluarkan tidak 

melalui Tempat Pemasukan dan Tempat 

Pengeluaran yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b; 

c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan 

Media Pembawa kepada Pejabat Karantina 

di Tempat Pemasukan dan Tempat 

Pengeluaran yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan 

Karantina dan pengawasan dan/atau 

pengendalian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (1) huruf c; dan/atau 

d.  mentransitkan Media Pembawa tidak 

menyertakan surat keterangan Transit 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 

(4) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling 

banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah). 
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Pasal 89. Pemilik yang tidak 

menanggung segala biaya yang timbul dalam 

pelaksanaan pemusnahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 

tahun dan pidana denda paling banyak Rp 

6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pasal 

90. Setiap penanggung jawab alat angkut yang 

tidak melaksanakan pemusnahan Media 

Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

54 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda 

paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam 

miliar rupiah). Pasal 91. Setiap orang yang 

tanpa izin membuka, melepas, memutuskan, 

membuang, atau merusak segel Karantina 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 

Menurut Ali Mahrus, perbuatan pidana 

menunjuk pada perbuatan baik secara aktif 

maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku 

ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela 

atau memiliki kesalahan, bukan merupakan 

wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk 

pada pertanggungjawaban pidana.28Perbuatan 

pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 

bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut.29 Perbuatan pidana ialah perbuatan 

oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 

pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa 

larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu 

suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan 

oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman 

pidananya ditujukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian itu.30 

Tindak pidana, yaitu: setiap perbuatan 

yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau 

pelanggaran baik yang disebut dalam 

KUHPidana maupun peraturan perundang- 

undangan lainnya.31 
 

28Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, 

Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 

97. 
29Moeljatno, Op. Cit. hlm. 59. 
30Ibid. 
31Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara 

Isnaeni dan Nusya A., Kamus Hukum Lengkap 

(Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan 

Terbaru, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 

2012.hlm. 311. 

Dalam ilmu hukum pidana, istilah 

tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa 

Belanda Strafbaarfeit yang merupakan istilah 

resmi dalam Wetboek Van Strafrecht yang telah 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) yang masih berlaku di Indonesia 

sampai saat ini.32 

Di samping istilah tindak pidana, juga 

dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan 

pidana, peristiwa pidana dan delik, namun 

demikian perbedaan-perbedaan tersebut 

tidaklah mempunyai arti yang mendasar. 

Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi 

adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan 

maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda. 

Oleh karena itu, penulis perlu mengemukakan 

definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.33 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa 

tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 

pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. 

Moelyanto, menggunakan istilah perbuatan 

pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum 

pidana dilarang dan diancam dengan pidana, 

barangsiapa yang melanggar larangan 

tersebut.34 

Mr. Tresna menggunakan istilah 

peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia 

yang bertentangan dengan undang-undang atau 

peraturan perundang-undangan lainnya, 

terhadap perbuatan mana yang diadakan 

tindakan hukum, sedangkan C.S.T. Kansil, 

menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan 

yang melanggar undang-undang yang dilakukan 

dengan sengaja oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan.35 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(Wetboek Van Strafrecht) mengatur dalam 

Buku Kesatu: Aturan Umum. Buku Kedua: 

Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran. 

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut 

sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan 

tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, 

sebagai berikut: 
1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging); 

2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian 

undang-undang (wetterlijkeomshrijving); 

3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak 

(melawan hukum); 
 

 

32Mardani, Op. Cit, hlm. 59. 
33Ibid. 
34Ibid. hlm. 59-60. 
35Ibid. 
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4. Kelakuan itu dapat diberatkan 

(dipertanggungjawabkan) kepada pelaku; 

5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.36 

Delik kejahatan dan delik pelanggaran 

dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP 

Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, 

akan tetapi pembentuk undang-undang tidak 

menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud 

dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, 

juga tidak ada penjelasan mengenai syarat- 

syarat yang membedakan antara delik kejahatan 

dan delik pelanggaran. KUHP hanya 

mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang 

terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik 

kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai 

delik pelanggaran.37 

 

 
PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Penyidikan yang dilakukan sesuai dengan 

wewenang penyidik dalam 

menyelenggarakan fungsi karantina, hewan, 

ikan dan tumbuhan, bagi pemilik yang tidak 

menanggung segala biaya yang timbul dalam 

pelaksanaan pemusnahan dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan pidana denda paling banyak Rp 

6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 

Setiap penanggung jawab alat angkut yang 

tidak melaksanakan pemusnahan Media 

Pembawa sebagaimana dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan pidana denda paling banyak 

Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 

2. Pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan 

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 

Tentang Karantina, Hewan, Ikan dan 

Tumbuhan, diantaranya memasukkan media 

pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat 

kesehatan dari negara asal bagi hewan, 

produk hewan, ikan, produk lkan, tumbuhan, 

atau produk tumbuhan, dan memasukkan 

media pembawa tidak melalui tempat 

pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah 

pusat serta tidak melaporkan atau tidak 

menyerahkan media pembawa kepada 

pejabat karantina di tempat pemasukan yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk 
 

36Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana, 

Cetakan ke-l. Mandar Maju, Bandung, 2012. 

hlm.163-164. 
37Ibid, hlm. 169. 

keperluan tindakan karantina dan 

pengawasan dan/atau pengendalian dan 

mentransitkan media pembawa yang tidak 

menyertakan sertifikat kesehatan dari negara 

transit dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 

denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah). 

B. SARAN 

1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 

Tentang Karantina, Hewan. Ikan Dan 

Tumbuhan, mengatur mengenai Fungsi 

Penyidikan yang dilakukanselain penyidik 

pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu di lingkungan instansi yang 

menyelenggarakan fungsi karantina yang 

diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

Undang Hukum Acara Pidana untuk 

melakukan penyidikan. Penyidik yang 

menyelenggarakan fungsi Karantina Hewan, 

Ikan, dan Tumbuhan, dapat melakukan 

pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 

keterangan berkenaan dengan tindak pidana 

di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan 

Tumbuhan, serta melakukan pemanggilan 

terhadap seseorang untuk didengar dan 

diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam 

tindak pidana di bidang karantina, Hewan, 

Ikan, dan Tumbuhan, termasuk melakukan 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

dan penyitaan barang bukti tindak pidana di 

bidang karantina Hewan, Ikan, dan 

Tumbuhan serta meminta keterangan dan 

barang bukti dari orang atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang 

Karantina, karantina Hewan, Ikan, dan 

Tumbuhan dan membuat dan 

menandatangani berita acara; dan/atau 

menghentikan penyidikan. Penyidik perlu 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya kepada 

penuntut umum dan dalam melaksanakan 

penyidikan, penyidik dapat melakukan 

koordinasi dengan penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

2. Pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan 

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 

Tentang Karantina, Hewan, Ikan dan 

Tumbuhan, diharapkan agar setiap orang 

yang tanpa izin membuka, melepas, 

memutuskan, membuang, atau merusak 

segel karantina dapat dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
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dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal 

ini dimaksudkan untuk memberikan efek 

jera terhadap pelaku tindak pidana yang 

telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan 

dan diharapkan agar setiap orang tindak 

melakukan perbuatan yang sama dengan 

terdakwa yang telah dinyatakan bersalah 

oleh pengadilan. 
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